BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menggambarkan tentang
pemanfaatan tanah wakaf dan tanah milik dalam menjamin kesejahteraan
umat di Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta, maka penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pemanfaatan tanah wakaf dan tanah milik di Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta dikelola dengan baik, hal itu dapat
dilihat dari jumlah persil tanah wakaf dan milik yang ada di pimpinan
daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta berjumlah 714 (tujuh ratus
empat belas) persil dengan luas 325.507 (tiga ratus dua puluh lima ribu
lima ratus tujuh) m2, sudah dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan
sejumlah 694 (enam ratus sembilan puluh empat) persil dengan luas
311.395 ( tiga ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima) m2.

Adapun pemanfatan tanah wakaf dan milik persyarikatan dapat
dikelompokan dalam lima kategori kegunaan :

a. Sarana Ibadah dan Keagamaan
Berupa masjid sejumlah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) sedangkan
mushalla atau langgar sebanyak 84 (delapan puluh empat)
memanfaatkan 396 (tigaratus sembilan puluh enam) persil tanah
dengan luas 85.016 (delapan puluh lima ribu enam belas) m2.

b. Sarana Pendidikan
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Berupa sekolah dari TK/TPA sebanyak 73( tujuh puluh tiga) unit SD
sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit, SMP berjumlah 10 (sepuluh) unit,
SMA sebanyak 7 (tujuh) unit SMK sebanyak 4 (empat) madrasah
berjumlah 3 (tiga) unit. memanfaatkan 255 (dua ratus lima puluh lima)
persil dengan luas 195.329 (seratus sembilan puluh lima ribu tiga
ratus dua puluh sembilan) M2.

c. Sarana Perkantoran dan Sosial
Berupa 3 (tiga) gedung Kantor PCM, 1 (satu) Kantor PDM, 1 (satu)
Kantor PWM, 2 (dua) Kantor PP Muhammadiyah dan 1 (satu) Kantor
Aisyiyah memanfaatkan 14 (empat belas) persil tanah wakaf / milik
seluas 12.550 (dua belas ribu lima ratus lima puluh) m2.

d. Sarana Kesehatan dan Sosial
Berupa 1 (satu) Polikilinik /Faskes | dan 1 (satu) Rumah sakit
memanfaatkan 5 (lima) persil tanah wakaf / milik seluas 2.671 (dua
ribu enam ratus tujuh puluh satu) m2.

e. Lahan Produktif
Berupa lahan pertanian 17(tujuh belas) persil, lahan peternakan
1(satu), lahan perikanan 1(satu) dan usaha dagan 1(satu),
memanfaatkan 20 (dua puluh) persil tanah wakaf dan milik seluas
20.145 (dua puluh ribu seratus empat puluh lima) m2.

Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah wakaf dan milik

dalam mencapai kesejahteraan umat antara lain :
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1) Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam mengelola tanah
wakaf,

2) Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan tanah wakaf dan
milik di intern muhammadiyah,

3) Adanya tanah yang masih dikuasai pihak lain,

4) Adanya tanah yang masih menjadi objek perselisihan dan

5) Adanya kejadian luar biasa berupa erupsi merapi sehingga tanah
menjadi hilang.

Hal yang sudah diupayakan oleh  Pimpinah  Daerah
Muhammadiyah untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan
menggiatkan kembali majlis dan lembaga yang berkaitan untuk membantu
menyelasaikan masalah yang ada dan mengantisipasi kendala yang akan
muncul berikutnya, menertibkan aturan pengelolaan aset Muhammadiyah,
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kedudukan harta
wakaf dan pemanfaatanya, menyelesaikan perselisihan dengan ketentuan
hukum yang berlaku dan menelusuri kembali tanah yang hilang dengan
menanyakan kepada pihak-pihak terkait tententu.

. Saran dan Rekomendasi

Berkaitan dengan Pemanfaatan tanah wakaf dan tanah milik dalam
menjamin kesejahteraan umat di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Yogyakarta ini disampaikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemanfaatan tanah wakaf dan tanah milik di Pimpinan

Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dikelola lebih profesional,
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artinya dekelola oleh tenaga profesional sehingga hasilnya lebih dapat
dipertanggungjawabkan.

. Dalam pemanfaatan aset tanah wakaf dan tanah milik sudah saatnya
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengelola dengan
sistem koorporasi sebagaimana tertuang dalam himpunan putusan
tarjih.

. Segera dibuat dan dipublikasikan putusan atau regulasi terkait dengan
pemanfaatan tanah wakaf dan tanah milik di Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta khususnya dan persyarikatan
Muhammadiyah umumnya.

. Dibutuhkan sistem administrasi aset yang menyeluruh sehingga
apabila ada masalah dan kendala yang timbul segara dapat terlacak dan

diselesaikan dengan sebaik- baiknya.



